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KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG

PANDUAN FASILITASI

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL,

Menimbang

Mengingat

[u—y

DAN TRANSMIGRASI,

_ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) huruf
b, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, perlu menetapkan Panduan Fasilitasi Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;

bahwa fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
menjadi bagian dari tugas Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan
melalui Tenaga Pendamping Profesional;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Desa.

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);




Menetapkan
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 961).

MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PANDUAN
FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA.

. Menetapkan Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

. Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan
pedoman bagi;

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan
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Transmigrasi dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan tugas pokok Tenaga Pendamping Profesional;

. Tenaga Pendamping Profesional dalam melaksanakan tugas

pokok fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

. Unit-Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
mendayagunakan Tenaga Pendamping Profesional untuk
memfasilitasi program dan/atau kegiatan yang berhubungan
dengan pendampingan masyarakat desa;

. Pihak-pihak lain yang terlibat aktif dalam fasilitasi dan

pendampingan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.

Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal '§ September 2021

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

DAERAH TERTINGGAL, DAN

\ Dr. WUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd
NIP.19661018 199203 2 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

L.
2.
3.

Transmigrasi;

Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi; dan

. Gubernur/Bupati/Walikota penerima Dana Desa di seluruh Indonesia.
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KATA PENGANTAR

Siklus perencanaan pembangunan di desa sesuai mandat Peraturan
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 dimulai
sejak bulan Juli tahun sebelumnya atau N-1 dari priode Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang diawali dengan Musyawarah
Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan sampai dengan
diterbitkannya Peraturan Desa tentang RKP Desa dan disusul dengan
Peraturan Desa tentang APB Desa.

Kepala Desa mempunyai waktu dalam proses penyusunan RKP Desa
selama 3 (tiga) bulan sejak Juli, sehingga perlu pendampingan
dalam penyusunan dokumen RKP Desa tersebut agar lebih terarah,
tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah
yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

RKP Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan
Desa periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran tahunan dari
RPJMDes. RKP Desa disusun berpedoman pada dokumen
RPJMDes, hasil evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya, situasi
keadaan darurat, dan atau kebijakan pemerintah yang berskala luas.

Disinilah peran penting Tenaga Pendamping Profesional (TPF) semua
level pendampingan, baik PLD, PD, TAPM Kabupaten/Kota, TAPM
Provinsi dan TAPM Pusat dalam memfasilitasi dan mendampingi
Kepala Desa dan masyarakat Desa dalam proses penyusunan RKP
Desa.

Untuk keperluan ini, dipandang perlu diterbitkan Panduan Fasilitasi
Penyusuhan RKP Desa, untuk menjadi pedoman bagi seluruh TPP
dalam menjalankan tugas fasilitasi dan pendampingan Penyusunan
RKPD Desa.

Selamat Berdesa...!
Jakarta, September 2021

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi

Luthfiyah Nurlaela

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKP Desa | i
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11.

DAFTAR ISTILAH

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kkesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk  mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu  perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang  anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang
selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKP Desa | i
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20.
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23.

utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar
desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh
Bupati/Wali Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan
melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam
rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.

Pembangunan Partisipatif adalahsuatu system pengelolaan
pembangunan di Desa dan Kawasan Perdesaan yang
dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial.

Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan
pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai
keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk
percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan
kegiatan Pembangunan Desa periode 6 {enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP
Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk
periode 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang
menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu (satu) tahun
yang akan diusulkan Pemerintah Desa

Kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme
perencanaan pembangunan daerah.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang
sah.

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi
sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sumberdaya
manusia, sumberdaya sosial dan budaya, sumberdaya
ekonomi dan sumber-sumberdaya lainnya,yang dapat diakses,
dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumberdaya
pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola,
diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan
bersama masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKP Desa | iii



24.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten /kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas
prakarsa masyarakat Desa.

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur
Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur
masyarakat.

Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian,
pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan
pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang
dipikh oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan
serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong
royong di kalangan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah
badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
untuk kemakmuran masyarakat Desa.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pembangunan di desa memerlukan proses
perencanaan yang komprehensif dan sistematik, agar seluruh
prosesnya dapat tertata dengan baik dan mengedepankan konsep
partisipatif dalam menjawab permasalahan, potensi dan kebutuhan
yang ada di masyarakat dan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut,
perlu  disusun dokumen  perencanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa dalam konteks jangka panjang yaitu
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJM
Desa) dan Jangka Pendek yaitu Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa).

RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk
periode 1 (satu) tahun yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
Belanja Desa atau yang disingkat dengan APB Desa. Selanjutnya,
Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Desa)j adalah penjabaran RPJM
Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
pemerintah daerah kabupaten /kota melalui mekanisme perencanaan
pembangunan daerah dengan sumber pendanaan dari luar APB
Desa.

Perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan penyusunan
kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat,
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan
desa dan sumberdaya yang ada. Karenanya, pelibatan masyarakat
dalam pembangunan desa, sejatinya merupakan wujud
pengarusutamaan asas kekeluargaan, gotong-royong hingga keadilan
sosial. Sebagai ruang penyusunan kegiatan pembangunan serta
sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan
nasional, maka perencanaan pembangunan tidak saja
mengembangkan pendekatan horizontal dalam arti mengedepankan
aspek aspirasi (voice) masyarakat, namun juga mengembangkan
pendekatan vertikal yaitu mengacu pada arah kebijakan nasional.
Salah satu arah kebijakan nasional yang perlu diacu tersebut adalah
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDGs).

Penekanan arah kebijakan pembangunan Desa tahun 2022
sebagaimana tercantum penjelasannya dalam Permendesa PDTT
Nomor 21 tahun 2021, adalah fokus pada pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan desa atau yang disebut Sustainable
Development Goals Desa (SDGs Desa). Ada 18 tujuan SDGs Desa
yaitu Desa tanpa kemiskinan; Desa tanpa kelaparan; Desa sehat
dan sejahtera; Pendidikan desa berkualitas; Keterlibatan perempuan
desa; Desa layak air bersih dan sanitasi; Desa berenergi bersih
dan terbarukan; Pertumbuhan ekonomi desa merata; Infrastruktur
dan inovasi desa sesuai kebutuhan; Desa tanpa kesenjangan;
Kawasan permukiman desa aman dan nyaman; Konsumsi dan
produksi desa sadar lingkungan; Desa tanggap perubahan iklim;
Desa peduli lingkungan laut; Desa peduli lingkungan darat; Desa
damai berkeadilan; Kemitraan untuk pembangunan desa; dan
Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.Jadi analisa
keadaan desa baik dalam arti tinjauan masalah maupun potensi
yang tercermin dari data hasil pemutakhiran data SDGs Desa
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menjadi basis penyusunan RKPDesa.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan panduan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16838,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentangPerubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864)

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 961).

C. MAKSUD PENYUSUNAN PANDUAN

Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi seluruh
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Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalamm memfasilitasi dan
mendampingi penyusunan RKP Desa agar lebih terarah, tepat
sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah,
dengan Dberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa
PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

D. TUJUAN PENYUSUNAN PANDUAN

Tujuan penetapan panduan ini adalah untuk menjadi pedoman bagi
TPP danpara pihak yang peduli pada perencanaan desa dalam rangka:

1. Menfasilitasi Desa dalam penyusunan RKP Desa agar lebih
berkualitas;

2. Mendorong Pemerintah Desa agar meningkatkan Kualitas
prosespenyusunan RKP Desa,

3. Memastikan perencanaan Desa Tahun 2022 berpedoman pada
data yangtersedia dalam Sistem Informasi Desa (SID);

4. Mendorong terwujudnya RKP Desa sebagai dokumen
perencanaan tahunandan berfungsi secara efektif dalam
pelaksanaan pembangunan desa.

E. PENGGUNA PANDUAN

Penggunapanduan adalah seluruh TPP di semua level, yaitu
Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli
Pemberdayaan Masyarakat (TAPM} Kabupaten/Kota, TAPM Provinsi,
dan TAPM Pusat, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam
fasilitasi dan pendampingan pembangunan desa.
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BAB II
MATERI PANDUAN FASILITASI

Materi panduan fasilitasi ini berisi tentang alur/tahapan
penyusunan RKP Desa, yaitu:

A. MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

Perencanaan Desa tahunan diawali dengan penyelenggaraan
Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Tahunan
dan dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berjalan (N-1)
periode RKP Desa. Penyelenggara Musdes adalah Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dengan difasilitasi oleh Pemerintah
Desa. Materi pembahasan dalam Musdes mencakup:

1) Laporan Kepala Desa atas Realisasi RKP Desa tahun sebelumnya;
2) Pokok-pokok pikiran BPD;
3) Aspirasi dan prakarsa masyarakat,

4) Mencermati peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa, jika
data SDGs belum tersedia maka dapat mengggunakan data yang
tersedia pada Sistem Informasi Desa (SID) Kementerian Desa PDTT
dan atau data Desa lain yang dimiliki oleh Desa.

5] Pemilihan Ketua Tim Penyusun RKP Desa;

Hasil (output) dari Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan
tersebut antaralain:

1) Daftar realisasi RKP Desa tahun sebelumnya yang sudah
dilaksanakan danbelum bisa dilaksanakan,;

2) Daftar pokok pikiranBPD tentang pembangunan Desa;
3) Daftar Aspirasi dari unsur masyarakat yanghadir;
4) Daftar Nama Calon Tim Penyusun RKP Desa; dan

5) Berita Acara (BA) Hasil Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan

B. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNRKP DESA

1. Komposisi Tim PenyusunRKP Desa

Kepala Desa dan Perangkat Desa mempersiapkan Penyusunan
Rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa
dengan Komposisi Tim PenyusunRKP Desa terdiri dari:

a. Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;

b. Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat
dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;

c. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim; dan

d. Anggota berasal dari Perangkat Desa, Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat desa lainnya.

Unsur Masyarakat Desal ainnya yang dimaksud meliputi:

1) Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, tokohseni dan budaya, dan keterwakilan
kewilayahan;

2) Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
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3) Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
4) Organisasi atau kelompok perajin;

5) Organisasi atau kelompokp erempuan, forum anak,
pemerhati dan perlindungan anak;

6) Perwakilan kelompok masyarakat miskin;

7) Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;

8) Kader Kesehatan;

9) Penggiat dan pemerhati lingkungan;

10) Kelompok pemuda atau pelajar; dan /atau

11) Organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan
lainnya sesuaikeadaan desa.

2.Jumlah Tim Penyusun RKP Desa

Tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 {tujuh) orang
dengan mempertimbangkan kesetaraan, keadilan gender dan
keterwakilan perempuan 30% dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

3. Tugas Penyusun RKP Desa
a. Melakukanpencermatanulang terhadap hasil Musyawarah
DesaPerencanaan Pembangunan Tahunan
b. Melakukan pencermatan perkiraan pendapatan Desa;

Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

Melakukan pencermatan ulang terhadap
data pemutakhiran IDMberbasis SDGs Desa dan
peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa;

e. Penyusunan Rancangan RKP Desa;
Penyusunan Rancangan DURKP Desa; dan

g. Penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Kegiatan.

4. Tahapan Penyusunan RKP Desa

Tim penyusun RKP Desa mempersiapkan penyusunan rancangan

RKP Desamelalui tahapan sebagai berikut:

a. Mencermati hasil Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan;

b. Mencermati ulang data pemutakhiran IDM berbasis SDGs Desa
dan petajalan strategi pencapaian SDGs Desa;

c. Menyepakati hasil pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa;

d. Mencermati pendapatan desa dan penyelarasan
program /kegiatan yangakan masuk ke desa;

e. Menyusun usulan program dan/atau kegiatan dari prakarsa
unsurmasyarakat; dan

f. Menyusun rencana kegiatan, desain serta Rencana Anggaran
dan Biaya(RAB) kegiatan.

Hasil tahapan penyusunan tersebut, menjadi Rancangan RKP
Desa dan DURKP Desa.
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C. PENCERMATANDAN PENYELARASAN RENCANA
KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pencermatan dan Penyelarasan Pembiayaan Pembangunan yang
MasukDesa

a. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan dan

penyelarasan tehadap pembiayaan pembangunan yang masuk
desa, yang mencakup:

1) Perkiraan Pendapatan Asli Desa (PAD);
2) Pagu Indikatif Dana Desa yang bersumber dari APBN;

3) Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan
bagian daridana perimbangan yang diterima
kabupaten /kota;

4) Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten /kota;

5) Rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
6) Rencana bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota; dan

7) Sumber-sumber keuangan desa lainnya yang sah dan tidak
mengikat.

b. Hasil Pencermatan dituangkan dalam format Pagu Indikatif Desa.

2. Pencermatan dan Penyelarasan Kegiatan Pembangunan yang Masuk
Desa

a. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan dan
penyelarasan tehadap kegiatan pembangunan yang masuk
desa. Dalam penyelarasan penyusunanRKP Desa, Tim
Penyusun RKP Desa melakukan:

1) Pengkajian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten /kota;

2) Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten /kota termasuk di dalamnya pelaksanaan program
sektoral yang masuk ke desa yang diselaraskan dengan
KewenanganDesa;

3) Mempertimbangkan hasi Ipenjaringan aspirasi masyarakat
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
kabupaten /kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP
Desa.

b. Hasil penyelarasan dituangkan dalam format Kegiatan
Pembangunan Yang Masuk KeDesa;

c. Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan, Tim
Penyusun RKP Desa menyusunR ancanganRKP Desa.

d. PemerintahDaerah kabupaten/kota menginformasikan kepada
Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang
masuk ke Desa melalui penerbitan dokumen yang sah.

e. Apabila terjadi keterlambatan penyampaian Informasi dan/atau
sosialisasi Pagu Indikatif Pendapatan Desa dari Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tim PenyusunRKP Desa
melakukan:

1) PenerbitanSurat Pemberitahuan kepada KepalaDesa,
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2) Pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa
untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan
pembangunan desa.

f. Percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, agar
APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun
anggaran berjalan.

. PENCERMATAN ULANG RPJM DESA

. Tim penyusun RKP Desa mencermati Skala Prioritas Usulan
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun

anggaran berikuthya sebagaimana tercantum dalam dokumen
RPJM Desa;

. Tim Penyusun RKP Desa melaksanakanP encermatan Ulang
RPJM Desa yaitu untuk mencermati rencana kegiatan prioritas
tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di RPJM
Desa, serta mencermati kesesuaian arah kebijakan umum RPJM
Desa dengan peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa.

. Hasil (output} pencermatan UlangRPJM Desa adalah:

a. Daftar Prioritas Kegiatan RPJM Desa tahun berjalan yang
belum terealisasi;

b. Daftar Prioritas Kegiatan RPJM Desa tahun berikutnya;

c. Daftar prioritas program /kegiatan RPJM Desa yang
mendukungpencapaian SDGs Desa;

d. Daftar rencana kerja sama antar desa; dan
e. Daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

. Hasil pencermatan ulang RPJM Desa menjadi dasar bagi Tim
Penyusun RKPDesa dalam menyusun Rancangan RKP Desa.

. PENYUSUNAN RKP DESA DAN DURKP DESA

. Pedoman Penyusunan

Penyusunan rancangan RKP Desa dilengkapi dengan desain dan
RAB sertaberpedoman pada:

a. Hasil kesepakatan Musdes dan MusrenbangDesa;

b. Perkiraan pendapatan desa untuk perhitungan 1 (satu) tahun
yang akandatang;

c. Rencana kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, danpemerintah daerah kabupaten/kota;

d. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD
Kabupaten /Kota;

e. Hasil pencermatanulangdokumenRPJM Desa;
f. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
g. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak lain.

. Isi Rancangan RKP Desa

Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:

a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
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B-

. Rencana kegiatan dan RAB;

Rencana kegiatan dan RAB untuk kerjasama antar Desa
disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang
melakukan kerjasama antar Desa;

Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
desa;

Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola
melalui kerjasama antar desa dan pihak lain;

Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola
oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten /kota;

Pelaksana Kegiatan.

. Pelaksanaan Penyusunan DURKP Desa

da.

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan
kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan
perdesan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

. Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas

program dan kegiatan dan dituangkan dalam Rancangan
DURKP Desa;

Rancangan DURKP Desa menjadi lampiran Berita Acara
Laporan Tim Penyusun RKP Desa yang menyusun Rancangan
RKP Desa;

Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan Rancangan RKP Desa
kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi Berita
Acara;

. Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa,

Kepala Desa meminta Tim Penyusun RKP Desa untuk
melakukan perbaikan dengan tidak menambahkan Kkegiatan
baru di luar hasil kesepakatan Tim Penyusun RKP Desa;

Dalam hal Kepala Desa menyetujui Rancangan RKP Desa,
Kepala Desameminta BPD menyelenggarakan Musdes Desa,;

Kepala Desa menyampaikan DURKP Desa kepada
Bupati/Waliko tamelalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil
partisipatif di desa untuk perencanaan pembangunand aerah.
Penyampaian DURKP Desa paling lambat 31 Desem bertahun
berjalan;

Bupati/Walikota menginformasikan kepada Pemerintah Desa
tentang Hasil Pembahasan DURKP Desa. Informasi tersebut
diterima Pemerintah Desa sebelum Penetapan RKP Desa.

. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA

. Kepala Desa melaksanakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang} Desa untuk membahas dan
menyepakati Rancangan RKP Desa;

. Musrenbang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur
Masyarakat lainnya serta warga desa atau kelompok masyarakat
selain unsurmasyarakat;
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. Kepala Desa memastikan kehadiran seluruh peserta dalam

Musrenbang Desa;

. Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dan selain

unsur masyarakat yang diundang berpedoman pada
Permendesa PDTT yangmengatur tentang MusyawarahDesa;

. Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:

a. Hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa dengan
merujuk pada Sistemn Informasi Desa;

b. Rancangan RKP Desa terkait pembidangan, program dan
kegiatan beserta sumberpendanaannya, merujuk pada
pembidangan seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa; dan

c. Prioritas programm dan/atau kegiatan yang difokuskan pada
upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah
ditetapkan dengan memprioritaskan kegiatan yang dibutuhkan
masyarakat desa dengan memperhatikan:

1) Kewenangan Desa;

2) Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh
Menteri DesaPDTT setiap tahun anggaran;

3) Arah kebijakakan pembangunan Desa.

d. Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan Rancangan
RKP Desa dituangkan dalam BeritaAcara dan disampaikan oleh
Kepala Desakepada BPD.

MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA

. Penyelenggara Musdes pembahasan dan penetapan RKP Desa

adalah BPDdengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa;

. Agenda Musdes, adalah:

a. Pelaporan hasil Rancangan RKP Desa; dan
b. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa.

. Hasil PenetapanRKP Desa dituangkand alam Matrik Rencana

Program danKegiatan Tahunan;

. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam Musdes antara lain:

a. Kehadiran peserta sesuai yang dipersaratkan Permendesa
PDTT Nomeor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

b. Afirmasi/keberpihakan terhadap perempuan, difabel, anak dan
kelompokmarginal lainnya dalam rangka penegakan inklusi
sosial;

c. Terlaksananya diskusi yang berkualitas;

d. Adanya semangat transparansi dan akuntabilitas sosial.

. Hasil Musdes dituangkan ke dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh BPD, Kepala Desa dan Unsur Masyarakat,
dilampiri daftar hadir dan notulasi Musdes.

. MUSYAWARAH BPD PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG

RKP DESA

. Penyelenggara Musyawarah Penetapan Peraturan Desa tentang
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RKP Desaadalah BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
2. Hasil (output) Musyawarah BPD adalah :
a. Finalisasi Data RKP Desa, yang meliputi:

1) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola
oleh desa;

2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola
melalui kerjasama antara desa dan pihak ketiga;

3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola
oleh desa  sebagai kewenangan penugasan dari
pemerintahpusat, provinsi, dan kabupaten /kota; dan

4) Program kegiatan DU-RKP Desa.

b. Berita Acara Kesepakatan bersama antara BPD dengan
Pemerintah Desaterkait Rancangan RKP Desa yang akan
ditetapkan; dan

c. Pengesahan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

I. SOSIALISASI RKP DESA KEPADA MASYARAKAT OLEH
PEMERINTAHDESA MELALUI MEDIA DAN FORUM-FORUM
PERTEMUANDESA

Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa
kepadamasyarakat, melalui:

1. Musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
Sistemm Informasi Desa berbasis laman,;
Forum-forum pertemuan warga;

Papan informasi Desa; dan

i > W N

Media lain sesuai kondisi Desa.
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BAB III
PELAKSANAAN FASILITASI

TPP dari Pusat sampai Desa mempunyai kewajiban memfasilitasi
dan memonitor semua tahapan penyusunan RKP Desa, agar
sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudahd iatur di dalam
ketentuan perundang-undangan yang beriaku.

RKP Desa merupakan perencanaan tahunan desa yang disusun
oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa
(Perdes) berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh
Kabupaten /Kota dengan memperhatikan informasi dari pemerintah
daerah kabupaten/kota berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa dan
Rencana Kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten

/Kota.

RKP Desa disusun mulai bulan Juli (N-1) tahun berjalan dan
ditetapkan palinglambat akhir bulan September (N-1) tahun
berikutnya.

TPPberperanmelakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap
Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dimaksud pada setiap
tahun anggaran, dengan Langkah-langkahfasilitasisebagaiberikut:

A. PRA PENYUSUNAN RKP DESA

Pada tahapan pra penyusunan RKP Desa, TPP melaksanakanf asilitasi
sebagaiberikut:

1. TAPM Kabupaten /Kota melakukan:

a. Koordinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk:

1) menyusun petunjuk teknis/surat edaran tentang
pelaksanaan Musyawarah Desa Perencanaan Tahunan;

2) jadwal kegiatan penyusunan RKP;

3) pagu indikatif DD maupun ADD, atau alokasi anggaran
lainnya yangkemungkinanakan diperoleh Desa pada tahun
depan;

4) program /kegiatan yang akan masuk ke Desa

b. Supervisi PD dan PLD dalam pelaksanaan tugas fasilitasi
penyusunan RKP Desa;

c¢. Monitoring kegiatan persiapan penyusunan RKP Desa,;

d. Memastikan seluruh Desa mendapatkan pendampingan
dalam penyusunan RKP Desa;

e. Peningkatan kapasitas PD dan PLD dalam fasilitasi
penyusunan RKPDesa,;

2. PLD dan PD:

a. Menyiapkan bahan dan materi yang terkait dengan proses
perencanaan penyusunan RKP Desa, baik tentang tahapan,
dukungan regulasi, kebijakan maupun program /kegiatan yang
menjadi prioritas ditahun yang akan datang;
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b. Memastikan desa-desa sudah memiliki DokumenRPJM Desa
yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Desa, sehingga
diketahui kapan jadwal penyusunan RKP Desa;

c. Berkoordinas idengan Camat dan Kepala Desa untuk menyusun
jadwal tahapan penyusunan RKP Desa;

d. Memastikan Kketersediaan sarana dan prasarana proses
penyusunan RKP Desa;

e. Melakukan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat,
terutama unsur-unsur yang akan = diundang dalamM
usyawarah Perencanaan Tahunan Desa, tentang perencanaan
Desa.

B. PELAKSANAAN FASILITASI PENYUSUNAN RKP DESA

1. Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pada tahap ini,PD dan PLD berperan antara lain:

a. Memastikan Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan
diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa
dan dimulai paling lambat bulan Juli tahun berjalan (N-1)
priode RKP Desa;

b. Memastikan kehadiran unsur unsur masyarakat yang wajib
diundang sudah memenuhi quorum sesuai ketentuan, terutama
kehadiran kelompok perempuan, kelompok difabel dan
kelompok marginal lainnya;,

c. Memastikan ketersediaan Laporan KepalaDesa atas Realisasi
RKP Desa tahun sebelumnya;

d. Memastikan BPD terlibat aktif dalam mengemukakan pokok-
pokok pikirannya;

e. Memastikan masyarakat yang hadir dalam Musdes tersebut
dapat mengemukakan aspirasi dan prakarsanya;

f. Memastikan terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa sesuai
dengan aturan yang ada;

g. Memastikan data Desa, baik yang terkait data IDM, SDGs atau
data Desa lainnya menjadi acuan dalam proses penyusunan
RKP Desa;

h. TPP dapat sebagai narasumber saat musyawarah Desa ini,
untuk menyampaikan ketentuan peraturan perundang
undangan yang terkaitdengan RKP Desa.

2. Pencermatan Ulang Data Pemutakhiran IDM Berbasis SDGs Desa
dan Peta Jalan Strategi Pencapaian SDGs Desa

a. Alur Pikir Penyusunan RKP Desa
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Kondisi Tar Kini/ | Masalah
Pandemi Covid- —p—3 Sosial

Kebijakan Supra

Alur Pikir Penyusunan RKPDes Tahun 2022 Berbasis SDGs Desa & IDM

BRI PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN:

1. Pemulihahan Ekonomi
Berdasarkan Kewenangan
Desa

. Prioritas Nasional Berdasarkan
Keweangan Desa

. Mintigasi Bencana Alam dan
Non Alam

1o

Tugas Tim Penyusun

Pandangan & RKPDes dim

Pokok2 Pikiran i i Pencermatan RPJIMDes
BPD

b. Langkah Fasilitasi

Langkah  fasilitasi yang dilakukan berkenaan dengan
pencermatan ulang data pemutakhiran IDM berbasis SDGs
Desa dan peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa, sebagai
berikut:

1) Data SDGs Desa

a)

b)

d)

g)

h)

Memastikan ketersediaan Data SDGs Desa dalam bentuk

hard copy maupun soft copy sebagai bahan dasar untuk
melihat kondisi desa terkini;

Mengkaji data yang ada secara manual atau berbasis
aplikasi untuk mendapatkan gambaran kondisi riil data
mikro desa (Rumah Tangga, RT/RW /Dusun, dan Desa);

Memetakan kondisi yang ada sehingga tergambarkan data
potensi dan masalah desa berbasis Data SDGs Desa;

Munculkan rekomendasi program /kegiatan yang
mencakup: pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan
dan program/kegiatan sesuai sektor yang ada. Terkait
aplikasi SDGs Desa ini sedang proses pengembangan
aplikasi untuk memunculkan rekomendasi;

Melakukan kajian berdasarkan sektor pembangunan
meliputi: Pemerintahan Desa, kependudukan, aset dan
tanah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi,
pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan,
pemeberdayaan masyarakat, dan lain-lain;

Mengidentifikasi dan mengelompokkan Indikator SDGs
Desa sesuai kewenangan desa berdasarkan Perdes atau
Perbup Kewenangan;

Telaah Data SDGs Desa yang sudah memunculkan
program /kegiatan sektor yang disandingkan dengan
kewenangan desa;

Menyusun program /kegiatan dan pembidangan,
meliputi: Pemerintahan Desa, pembangunan desa,
pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan

kemasayarakatan,penanggulangan bencana dan tanggap
darurat.

Diagram Alur, sebagaiberikut:
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2) Data IDM Desa

a) Memastikan ketersediaan Data IDM Desa dalam bentuk
hard copy maupun soft copy sebagai bahan dasar untuk
melihat kondisi desa terkini;

b) Mengambil Data IDM dari situs web IDM Desa:
i kemendesa.go.id berupa rekomendasi yang ada
untuk dijadikan bahan masukan penyusunan
program /kegiatan sesuai kebutuhan sektoral yang ada;

c) Mengkaji data kegiatan hasil rekokemendasi IDM Desa
berdasarkan tingkat kewenangannya.

d) Telaah Data IDM Desa yang sudah memunculkan
program /kegiatan sektornya disandingkan dengan
kewenangan desa;

e) Menyusun program/kegiatan dan pembidangan meliputi:
Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pemberdayaan
masyarakat desa, pembinaan kemasayarakatan,
penanggulangan bencana dan tanggap darurat;

f) Diagram Alur, sebagaiberikut:

LANGKAH PENGAMBILAN DATA
REKOMENDASI SID / IDM DI WEBSITE

3. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Setelah Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan, TPP
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mendorong Kades untuk membentuk Tim Penyusun RKP Desa
dengan memastikan hal- hal sebagai berikut:

a.
b.

C.

Berjumlah 7 sampaid engan 11 orang, berjumlah ganjil;
Ada keterwakilan perempuan minimal 30%;

Ketua Tim dipilih secara musyawarah mufakat dengan
mempertimbangkan kemampuan;

d. Sekretaris Tim dipilih oleh Ketua Tim;

. Memastikan anggotaTim Penyusun RKP Desa terdiri dari

banyak unsurmasyarakat;

Memberikan pembekalan terhadap Tim Penyusun RKP Desa,
terkait tugasdan fungsi tim, target kerja dan lain sebagainya
sesuai kebutuhan;

g. Menfasilitasi penyusunan jadwal tahapan penyusunan RKP Desa;
h.

Memastikan adanya SK Kepala Desa tentang Susunan, Tugas
dan FungsiTim Penyusun RKP Desa.

Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan
Pembiayaan Pembangunan Desa

Pada tahapan ini, TAPM Kabupaten/Kota, PD dan PLD berperan
membantu Tim Penyusun RKP Desa dalam:

a.

b.

h.

Melakukan pengkajian perkiraan Pendapatan Asli Desa/PAD;

Melakukan pengkajian perkiraan Pagu Indikatif Dana Desa
yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/APBN;

. Melakukan pengkajian perkiraan Pagu indikatif ADD yang

merupakanbagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten /kota;

. Melakukan pengkajian perkiraan bagian dari hasil pajak

daerah danretribusi daerah kabupaten /kota;

. Melakukan pengkajian perkiraan rencana bantuan keuangan

dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

Sumber-sumber keuangan desa lainnya yang sah,

. Memastikan data-data kajian diatas tertuang dalam format

yang tersediauntuk penyusunan RKP Desa;

Melakukan kajian terhadap rencana program /kegiatan yang
akan masukDesa

Pencermatan Ulang RPJM Desa

a.

Salah satu tahapan yang harus difasilitasi dan didampingi oleh
TPP terutama PD dan PLD dalam proses penyusunan RKP Desa
adalah Pencermatan Ulang RPJM Desa;

. Fasilitasi harus dilakukan karena pada tahapan inilah Tim

penyusun RKP Desa mencermati Skala Prioritas Usulan
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun
anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen
RPJM Desa, kemudian melakukan pencermatan ulang kembali
dokumen RPJM Desa terhadap rencana kegiatan prioritas tahun
berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di
dokumenRPJM Desa, dan dapat dilakukan klarifikasi ke
Dusun atau kelompok terkait kebutuhan atau kemendesakan
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dari kegiatan tersebut.
c. Peran PD dan PLD dalam tahapan ini antara lain adalah:

1) Memfasilitasi Tim PenyusunRKP Desa dalam membuat

Daftar PrioritasKegiatan RPJM Desa tahun berjalan yang
belum terealisasi;

2) Memfasilitasi Tim Penyusun RKP Desa
dalam membuat Daftar Prioritas
program /Kegiatan RPJM Desa tahun berikutnya.

3) Memastikan hasil pencermatan dokumen RPJMDes ini
masuk dalam Form daftar priortitas yang disediakan untuk
menyusun RKP Desa

d. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP
Desa dalammenyusun Rancangan RKP Desa.

6. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa

a. Penyusunan Rancangan RKP Desa yang dilengkapi dengan
Desain dan RAB dan DURKP Desa adalah laporan yang wajib
dibuat, disusun, dan dilaporkan oleh Tim Penyusun RKP Desa
kepada Kepala Desa;

b.PD dan PLD dibawah supervisi TAPM Kabupaten/Kota
berperan membantu Tim Penyusun RKP Desa untuk membuat
desain dan RAB dan perencanaan lainnya;

c. DURKP Desa disusun untuk Kkegiatan-kegiatan yang tidak
terakomodir dengan APB Desa, dapat diajukan untuk kegiatan
yang kemungkinan didanai dari sumber APBD Kabupaten/Kota,
APBD Provinsi atau APBN;

d. Fasilitasi penyusunan Rancangan RKP Desa berpedoman pada:
1} Hasil kesepakatan Musdes dan Musrenbang Desa;

2) Perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu)
tahun yang akan datang;

3) Rencana kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

4) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh
DPRD Kabupaten /Kota;

5) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

6) Hasil pencermatan ulang realisasi RKP Desa tahun
sebelumnya;

7) Hasil pencermatan rekomendasi SID Kementerian Desa
8) Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
9) Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak lain.

e. Fasilitasi penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (DURKP Desa) berpedoman pada:

1) Kemendesakan program /kegiatan yang
kemungkinan tidak bisadibiayai melalui APB
Desa;

2) Program /kegiatan yang bukan menjadi
kewenangan desa, tetapimemberikan manfaat besar bagi

masyarakat desa.
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‘7. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa

Pada tahapan ini, PD dan PLD memiliki peran sebagai berikut:

a. Memastikan Musrenbang Desa diselenggarakan oleh
Pemerintah  Desa dan dihadiri oleh BPD dan perwakilan
masyarakat dari berbagai unsur, kelompok dan perwakilan
wilayah, terutama kelompok perempuan, kelompok difabel dan
kelompok marginal lainnya,

b. Memastikan Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa
untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa
menjadi RKP Desa;

c. Memastikan agenda yang dibahas dalarn Musrenbang Desa
antara lainmeliputi:

1) Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan, program
dan kegiatan beserta sumber pendanaannya, merujuk pada
pembidangan seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan
Desa; dan

2) Prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada
upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah
ditetapkan dengan memprioritaskan kegiatan vang
dibutuhkan masyarakat Desa dengan memperhatikan:

a) Kewenangan Desa;

b) Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu: i) pemulihan
ekonomi mnasional berdasarkan kewenangan desa, ii)
prioritas nastonal berdasarkan pada kewenangan desa, dan
iii) mitigasi bencana alamdan non alam.

d. Memastikan hasil kesepakatan Musrenbang Desa Pembahasan
Rancangan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara dan
disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

8. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa

PD dan PLD berperan penting mengawal penyusunan RKP Desa
agar lebih efektif, efisien dan tepat waktu, termasuk memastikan
diselenggarakannya Musyawarah Desa  Pembahasan dan
Penetapan RKP Desa.

Pembahasan dan penetapan RKP Desa dilaksanakan paling tidak

dengan agenda, yaitu:

a. Pelaporan hasil RancanganRKP Desa oleh Tim Penyusun RKP
Desa;

b. Pemnbahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam
MatrikR encana Program dan Kegiatan Tahunan;

c. Memastikan Musdes Pembahasan dan Penyepakan RKP Desa
diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh PemerintahDesa;

d. Memastikan kehadiran seluruh anggota BPD, Pemerintah
Desa dan keterwakilan masyarakat dari berbagai unsur,
kelompok dan wilayah, terutama kelompok perempuan,
kelompok difabel dan kelompok marginallainnya; dan

e. Hasil Musyawarah Desa tentang rancangan RKP Desa ini
dituangkan daiam Berita Acara
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9. Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa

Tahap akhir dari penyusunan RKP Desa adalah adanya
Musyawarah BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk
Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Peran PD dan PLD pada tahap ini antara lain adalah:
a. Memastikan Finalisasi Data RKP Desa, yang meliputi:

1} Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
oleh Desa;

2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
melalui kerjasama antara desa dan/atau pihak ketiga;

3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
Provinsi, dan Kabupaten;

b. Memastikan program /kegiatan DU-RKP Desa;

c. Memastikan Berita Acara Kesepakatan bersama antara BPD
dengan Pemerintah Desa terkait Rancangan RKP Desa yang
akan ditetapkan dalam bentuk Perdes; dan

d. Memastikan Pengesahan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
C. PASKA PENYUSUNAN RKP DESA

1. Setelah seluruh tahapan penyusunan RKP Desa terlaksana,
sampai pada penerbitan Peraturan Desa tentang RKP Desa, maka
peran TPP khususnya PD dan PLD adalah:

a. Memastikan RKP Desa disosialisasikan kepada masyarakat
melalui berbagai forum, seperti musyawarah desa, forum sosial
kemasyarakatan seperti tahlilan, sistem informasi Desa berbasis
laman, web atau medsos, papani nformasi Desa, dan media lain
sesuai kondisi Desa;

b. Memastikan RKP Desa akan dianggarkan dan diposting di
dokumen APB Desa;

2. TAPM Kabupaten/Kota, TAPM Provinsi dan TAPM Pusat berperan
melakukan supervisi dan monitoring terhadap seluruh tahapan
fasilitasi dan pendampingan penyusunan RKP Desa yang
dilakukan oleh PD dan PLD.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN

A. PERUBAHAN RKP DESA

1. Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal:

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non
alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social
vang berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar Dberdasarkan kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah
Daerah Kabupaten /Kota.

2. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena terjadi peristiwa
khusus maka TPP menfasilitasi Kepala Desa untuk melakukan
hal-hal sebagai berikut:

a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
vyangmempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. Melakukan kaji ulang terkait kegiatan pembangunan dalam
RKP Desayang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. Menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan
RAB dandesain, serta menyusun rancangan RKP Desa
Perubahan.

3. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena perubahan
mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, TPP memfaislitasi
Kepala Desa melaksanakan hal- hal sebagaiberikut :

a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah
Daerah Kabupaten /Kota;

b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan,
RAB dan desain;

d. Menyusun Rancangan RKP Desa Perubahan.

4, Perubahan RKP Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam
Musrenbang Desa dan diatur dengan Peraturan Desa;

5. Dalam hal terjadi peristiwa khusus, Musrenbang Desa disesuaikan
dengan situasi dan kondisi.

B. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKP DESA OLEH
PENJABAT KEPALA DESA

1. Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan/atau
terjadi kekosongan karena sebab lain, maka TPP memfasiltasi dan
memastikan Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) untuk
melaksanakan hal hal sebagai berikut :
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a. Melaksanakan RKP Desa sebelumnya; dan

b. Menyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya melalui
Musrenbang Desa dengan berpedoman kepada hasil evaluasi
RPJM Desa sebelumnya, arah kebijakan pembangunan

Kabupaten/Kota dan pencermatan terhadap perkembangan
Desa.

2. Apabila Kepala Desa terpilih telah dilantik, maka pelaksanaan
kegiatan Pembangunan Desa menggunakan RKP Desa vyang
telah disusun oleh Penjabat Kepala Desa.

C. BAHAN BACAAN YANG HARUS DIKUASAI OLEH TPP

Untuk mendukung pelaksanan tugas fasilitasi dan pendampingan,
maka seluruh TPP diwajibkan menguasai mataeri-materi pokok,
sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP
No 47 Tahun 2015 dan terakhir dirubah dengan PP No 11 Tahun
2019;

3. PP No 60Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
APBN sebagaimana telah dirubah dengan PP No 22 tahun 2015
dan terakhir dirubah dengan PP No 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri Desa, PDTT No 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, PDTT No 16 Tahun 2019 tentang
MusyawarahDesa;

6. Peraturan Menteri Desa PDTT yang mengatur tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa setiaptahun anggaran;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No
Tahun 2016
TentangKewenanganDesa;,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keungan Desa;,

9. Surat Plt. Dirjen Pembangunan Desadan Perdesan, Nomor
5/PRI.03.01/111/2021 tentang Pemutakhiran IDM berbasis
SDGs Desa, tanggal 1 Maret 2021;

10.Surat Plt. Dirjen Pembangunan Desa dan PerDesan, Nomor
30/PRI.O0/IV /2021 tentang Penegasan Pemutakhiran Data IDM
Berbasis SDGs Desa, tanggal 21 April 2021;

11.Peraturan Bupati/Walikota, Panduan, Juknis atau Surat
Edaran yang terkait dengan Perencanaan Desa atau Musyawarah
Desa Perencanaan Tahunan.

D. KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam rangka pencegahan Covid-19 TPP juga harus memastikan
setiap tahapan penyusunan RKP Desa protokol kesehatan serta
berbagai kebiasaan normal baru diterapkan dengan baik, khususnya
bagi penyelenggara dan peserta, dengan ketentuan:

1. Penyelenggara:
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a o o9

g.
h.

a
b
c.
d
e

o

Membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan;

Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
Menyediakan tempat sampah tertutup;

Menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;

Menyiapkan petugas pemeriksa suhu dan pengawas penerapan
protokol;

Mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu;
Mempercepat durasi/waktu pelaksanaan kegiatan;
Jamuan makan dalam bentuk boks.

. Peserta

. Dalam kondisi sehat;

. Menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan;

Selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;

. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter;

. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan,

bercium pipi,dan lain — lain;
Membuang sampah pada tempatnya;

Membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian
saat tiba dirumah.
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BAB V
PENUTUP

Panduan Fasilitasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi TPP
di semua tingkatan untuk memfasilitasi dan mendampingi
Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa vang akan didanai
oleh APB Desa maupun non APB Desa untuk jangka waktu 1
tahun kedepan.

Dokumen RKP Desa penting sebagai perencanaan tahunan yang
menjadi pedoman pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, sehingga
pelaksanaan tugas dan perangkatnya dapat diukur dan dievaluasi
tingkat keberhasilan dan mafaatnya.

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi

Luthfiyah Nurlaela
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Lampiran 1.

Alur Penyusunan danPenetapan
RKP Desa

Musyawarah Desa Perencanaan
Pembangunan Tahunan

Iy

Pembentukan Tim PenyusunRKP Desa

U

Pencermatan dan Penyelarasan Rencana
Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan
Desa

iy

Pencermatan Ulang RPJM Desa

1l

Penyusunan RKP Desa (Dilengkapi
Desain dan RAB) dan DU RKP Desa

iy

Musrenbang Desa Pembahasan
Rancangan RKP Desa

I

Musyawarah Desa Pembahasan dan
Penetapan RKP Desa

Musyawarah BPD Penetapan Peraturan
Desa tentang RKP Desa

{

Sosialisasi Peraturan Desa tentangRKP
Desa
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Lampiran 2.

Berita Acara Kegiatan
Musdes/Musrenbangdes

BERITA ACARA

HEGIATAN ...ccocovtverennmrensssncees
Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ....... di Desa ...... , Kecamatan ....................... ,
Kabupaten/Kota ........ , Provinsi ._...... , dalam rangka................... , maka pada hari ini:
Harl dan Tanggal : ...,
Jam D e e e eaeaiaea e
Tempat T ereeeneeresrenmreaerraeeariraras
Telah diadakan kegiatan ............ccoovveas , yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompolk,

dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum
dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber
dalam membahas kegiatan ...................... , adalah : .............

A. MateriPembahasan

B. Unsur Pmpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat e dari ...

Notulen D e eeicsaeasrassaaeeas dari ...

Narasumber S dari ...
2 dari .. e

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh

peserta musyawarah ... menyepakati beberapa hal yang herketetapan
menjadi kexepakatan akhir dari musyawarah
.................... , yaitu :

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutansuara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawabagar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Kepah Desa

Wakil Masyarakat
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Lampiran 3.

Notulensi Musyawarah
Desa

NOTULASI MUSYAWARAH DESA

Kegiatan : Musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan
Hari/Tanggal

Waktu :

Dihadiri Oleh : Laki laki @ ........ orang, Perempuan .......... orang
Tempat :

................................................................

Desa

Kecamatan

................................................................

Kabupaten

No Agenda Catatan

dst

Keterangan : dalam penulisan notulen rapat/musyawarah agar mencatat semua
aktifitas selama pelaksanaan, terutama jika terjadi pembahasan hal
hal tertentu, siapa vyang usul, yang bicara, apa yvang
disampaikan, jawaban para pihak bagaiman dan seterusnya.
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Lampiran 4.

Format Daftar Calon Tim
Penyusun RKP Desa

DAFTAR CALON TIM PENYUSUN

RKPDES
TAHUN 2022
DESA O,
RECAMATAN D rererssrrernrsnrerrerrsenrenns
KABUPATEN D imrerereresensares crererereens
PROVINSI D esnesresnresnenrarnrarnranannnn
No Nama L/P Tempat/Tgl Alamat Unsur Keterangan
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REALIBANI PELAKRBANAAN RKF DESA
TAMUN 2021

Lampilran 5.

Realisasi Pelaltganaan RKP Desa

DESA B
HECAMATAN H
HABUPATEN 3
PROVINSI : an
Bidung/ Sub Bidang/ Jonia Biayu dan Sumber Polu Pelakeanauan Ronlisasi
Mendukun] Data Target Volume |Sasaran/P|  wauru z prye
No. iati i i i L asa
. Sub Jenia g SDGa ke m..__ma__aogn rn._...mmwniﬁn Lokami & ”M.”:ua a Pelakua Swakelala | Korjasa o
Bidang Bidang | Kegintan ahun un Satuan anfant nasn Jml (Rp) | Sumber ma Antar Pilak Sudah Belum
Berjalan 20... oy
ewn .
ketiga

Penyelenggaraan

1 Pemerintah Dean

Jumiah per Bidang 1

FPembangunan l
2 D
LT o
[t
Jumlah per Bidang 2
Pembinaan a
3 Kemasyarnkstan o
[
Juminh per Bidang 3
Pemberdayaan al
4 Manyurakat
bl
o
Jumlah por Bidang 4
Penanggulangsan al
5 Benecana, Darurat (=

dan Mendesak

Jumlah per Bidang 5

T

Mengetahui :

Kepala Desa

Tim Peuyusun RKP Desa
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Lampiran &.
Format Daftar Program/KegiatanBerdasarkan Rekomendasi Data IDM (81D}

DAFTAR PROGRAM DAN HEGQGIATAN BERDASARHAN REKOMENDASI
DATA IDM

TAHUN 2Z0ZX1

DESA

KECAMATAN

HABUPATEN

PROVINSI

Berdasarkan Mendukun Tahan u.n””nh..ll—..n—. Total
NO., Bidang Progyam/Keglata Kewenagan £8DCGa Pelaksanaa | (Dusun/R Volum Satua Pagu/Dan | Heteranaga
N | Desa/Kabupaten/Frav| Desa ke.. n T/ L n a(Rp) n
fPusat RrW
- ..'w B T g i m\ R n_ , P " e .:\.,._‘ o aa m, o A TR fum r.m. “.mw. “l.w

Pemerintahan

2 Pembangunan

3 Pembinaan
Kemasyarakata
n

4 Pemberdayaa
nMasyarakat

5 Penanggulanga
nBenncana,
Darurat dan
Mendesak

Desa,

Mengetahui @
Kepala Desa

Tim Penyusun REKP Desa
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Lampiran 7.

Format Duftar Program /KcgiatanBeebaais Rekomendasi SIGs Desa (SID)

DBAFTAR PROGRAM DAN HEGIATAN BERDASARHAN REHOMENDASI DATA SDGs
TAHUN 20Z1

DESA
HKECAMATAN
HARUPATEN i rrearma s
PROVINSL 2 i td bt e e b
- - e Lokani
NO. Bidunnoyg Program /HKeglatan | Desa/Kabupaten /Frov/Pu _Uﬂ”"u“w”“. /
ant W
i s

Pemerintahan

2 Pembangtinan

3 Puembinaarn
Kemagynrakatan

4 Pemberdayaan
Mauyaralcat

5 Penanggulangan
Benncana,
[aruriat dan
Mandesak

Mengetabhui :
Kepala 1Jega .....ccoooeeean
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Lampiran 8.

Format Daftar Program /Kegiatan
Supra DesaTahun 2022

DAFTAR PROGRAM DAN HIGIATAN MASURK
DEEA

TAHUN 20232

DEEAMA
HECAMATAN
HABUPATEN
PROVINGI
Lokamwl
B yuefmalicuaxn ‘Totnl
No. Bidany Program /Kegiata |&orierintah /Fraviasl/ EeDG Tanun Keaiute Volum Batuna Pagu/Dan | Ketaransge
Habupatan /PD> Folaiksanan n - n
= Desnlke.. s a(Rp)
m {(Dusumn /I

o

i G .n‘.m.“ R e h‘ AR D pm e T T

moerintaban

=2 Pembanguriar

= Pembiriaarn
XL ey v 1ot e
a

4 Pembiordavasa
nManyearaloat

Kedaruratan /B
FXlCERILE

Mengetahai :
Keopala Desa
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Lampiran 9.
Formut Data dan InformesiRencune Pembiayaen Pembangiinan Dees/Pagu
Indikatif yang Masuk Deua

DATA DAN INFORMASI RENMCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2043

DESA
HECAMATAN
HKABUPATEN
PROVINSX
Jumlah Fagn Indikatif Yang Masuk Desa (Rp)
nNo. Bidang Program /Hegiatan FPamerintah/Provinsi/Ka Alokasi Bagl Hasil Bantusn Baatnan Eumber Kenangan
bupaten /OFD PAD o Dana Desa Dana Doss Pajak dwn Heuaangan Heonngan Lain Syalh damn
(Rp) {itp) Retribusd Prawinsl Kabuputen Tiduk Mengilant
(Rep) (np) (Rp) =p)

2 Peambangunen

a3 Pembinaan
Hemuasyoarakeatan

4 Pembeardayaan
Masyvaralkat

Kedaruratan/Be
noecana

Menetauhi
Kepala Deaa. . ooooiiniaiiiienn
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DESA

HECAMATAN
HABUFATEN H

PROVINEI

DAFTAR PROGRAM PRIORITAS BERDASARHAN RFJMDER
TAHUN 2033

Lamplran 10.

Farmat Daftar Pragram Prioritus Berdusarkan REJMDesa

Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiat:un

Bidang

Bub
Eidang

Jdenris
Kegiatan

Mendulk
unm g
BLGw

ka-

Daia
Eksistin
pTahun

Berjala
n

Target
Capaian
Tahun
20...

Lokasi
Kegiatuy n

Veolumes

Rencan
a
Biaya

Penerima Maniaat

Peremyp
uan

Taki-
Lelct

Masyar
ket
Minlon

Woktu
Polalkea
n aan

Prulalkaa
na
Kegiata
o

Rencan
aTim
Felakaa
na
Keginta
n

Rencan

tatuan
Harga

-

r

Penyelanggaraan
Pemerintah Desa

Pumbengunan
Desa

Pembinaan
Kamasyarakatan

Pomberdayaa
nMasyarakat

Penunggulanga
n Bencana,
Daruratdan
Mendesal

ojejsleimip|elEidiclolslinlol s

Kepala Deaa

Mengetakui
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Lamplran 11.

Format Rancangan RKP Deaa

RANCANGAN RKI* DESA
TAHUN . _.cviiiranarrannmn
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSL . besonenmann
Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Koegiatan Biaya dau Sumber Pola Pulakeanoan
No Mendubku | Data mw-nu...—l.i!m .—.s.ﬂn,a.» i Volume u..!ul-u.—b... Fad Waktu Rerjasa Rernocane
- Bideny .uanv ._n.ﬂwn n nMCGa Tahun Berjalun A.OE%B okaui & enarima Folulean o] (R Sumbor Swakela Kerjass ma PelaMea n
Ridang Kegiatan & ‘abun 20.... Batuan | Manfaat nasn P) 1a wma Anarf oo wan
Desa

ketiga

Penyelenggaraan

=T

Bencana, Darurat dan

Mandesak

1 FPomerintah Doxa
Jumlah per Bidang 1
Pembangunan Desa
2
Jumnlab per Bidang 2|
Pembinaan
3 Komusyarakatan
Jumlah per Bidang 3
Pembeardaysan
4 Masayarakat
Jumlah por Bikdnng 4.
Pennnggulangan

Jumlah per Hidang 5|

AR +Gq>r_ .

Mengutohui

Kepals Desa ...

im Penyusun RKP Desa
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DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
FROVINGI

RENCANA HEOGLIATAN PENERINTAH DESARKP DEAA]

TAHUN .......

Lampirsn 13.

Format RKF Dega Tohun 2022

No.

Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan

Bidang

Bub
Hidang

Jenin

Kegatun

Mendukun
g BLrGa ke-

Data
Eksaisung
Tohun

Target
Capaian
Tahun

Lokasi
Hegiata n

YValume Rencans

Biaya

Penerima Manfaat

Laki-Lall

Perempua

n

Masyara
kot Miskin

Wakiu
Felaksan

aan

FPaiakean a
Kugiatan

Rencana
Timn
Palaksan

Rencana
Setuan

Harga

b

T

] *

L4

L]

Penyelenggaraan
Pemerintah [eha

Fembangunan Deka

Pembinaan
Kemasyarakatan

Femberdayaan
Masyarsakat

Pananggulangan
Bencana. Darurat dan
Mendasaak

Ketus BPD Lega

Mongetanui

Hepala Desa

Desa, ..
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Lampiran 13.

Formal Kegiatan Prioritas Pemerintah Desn Tahun 2022

DAPTAR ELGIATAN PRIORITAS PEMERINTAH DESA TANUN 2022

PERATURAN DESA .._.....
DESA . Noror
KECAMATAN : TSP Tanggal :
KADUPATEN Tuntang : RKP Deo#a Tahun 2024
PROVINSI
HFAT SUNEER DANA { Kp |
: Indikator Kinerjs Turgetl Kurju Bahi Tasi 7
No Biduny Progrum [ Kegaatan Program/ Kegiatan (Vlume fUnit Lokaai Baru Lama Rehab Liana ADD Pai Bantuan PADRY Lainh- Toal Keterangan®
Livga ink / Keuangan lain
Retribum
3 R WAy T M S8 : EREZ YR R S A8 -

Prnayalanggaraan
Pumerintahan Deas

2 Peluksunaun

Prmb

4 Pembinwan
Errnasywrakatun

4 Primberdnynan
Manynrakat

3 Pensnggulungan
Bencana, Darumt
dan Mendenak

JUMLAH TOTAL -

Nitetapksn Pada Tanggul

KEPALA DEBA
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Lampirsn 14.

Format Duaftar Usulan REPDesa Tahun 2022

DAFTAR USULAN RHF DESA (DU AKPF DESA] KE SUPRADESA
TAHUN v

HABUPATEN
PROVINEI '
Ridang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan Binya dun Sumber Pola Palaksanaan
Menduku | Nata Ekeisting ‘Tmrget Volume |Basaran/F Wakiu Reri Renentia
Nu. Sub Jenin n g A0DA=| Tahun Berjalan Capalan Lekasi 1.3 enerima Pelakaa Swakelola| Keriasa criana Pelakea ni
Budany Prdang Kegintan ke Tahun 26 . Satuon | Manfast naon 4l (Rp) | Sumber ma Antar vﬂnx aan
Desa
kelige
R = : TR B T
Fenyelanggaraan "
1 Pemerintuh Dess o
=
Jumlah per Bidung |
Pormbangunen Dena )
2
L
af
Jumlah par Bidang 2
Pembinian ul
a Kemadyarakatun H
cf
Jumlah per Biclung 3
Pemberdaydsn )
4 Masvarakat B
<}
Jurniah par Bidang 4
Penangyuianguts i
8 Boncana, Darurat dun o
Msndesak o
Jumlah per Bidany 5

AR ._.O;L | ] . | | |
Mungutahui Derga,
Katue HPD Dosa.. .. Kepaln Doss
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REACANAKERJABAMA ANTAR DESA
TAFUN ..covvveimmmrerirrsaraes

Lampiren 15,

Format Laftur Kegintun yangDikorjakan Antar Less

DESA
HECAMATAN
KABUFPATEN 1 egemereesmceenmnenesasiitenrimeeneronsannesnrranns
PROVINSI g
Hidang/B8ub Bidung/Jonis Kegintun . Perkiraaan Biaya Yany Perldranan Binya Yang Waktu Ranocans Tim
Ma. Mendukun § Lokas i Volumsa Ditanggung Desa Ditangguny Desa lain Polukman Pelakanna
8DGa ke- HKegiatan /Satuan .
ann Kegintan
Bid Bub Jeonds Jum leh s b Jum lah 3 b
u E
ne Bidang Keagiatan (Rp} wm bar (Rpl uomber
1 a E ] + B - T a » 10 i1 1a 15 14
PanyeslenggaraanPsam a
1 erintah Dieaa
123
o
Pem bangunnn Desa a
d
b
pn
Pam binaan a
3 Ko asyarakatan B
o
Pem berdayaan n
b Manydarakat ™
©
Ponanggulangun "
3 Bencena, [lsrurat dan ™
Mendensuk
€
Moenogetahui: DML, e e - {s 5 §

Knpala Desa

Tita Pevusun RKP Desa
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Lampiran 16.

Format Daftar Kegiatan yang Dikerjagsamakan dengan PihakLain

RENCANA KERJASAMA PIHAK KETIGA

TAHMUN ..cooovvrmrnninioaneians
DESA z
KECAMATAN :
KABUPATEN I edvessemvarr e nsrnnraaaan

PROVINSI T daisiiasansanrassentasubrassnanannssassnsnsnrearann
Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan ) Perkirasan Biaya Perkiraman Biaya Yang Waktu Rencana
NoO. Menduku Lokas i Vulume YangDitanggung Ditanggung Pihak Ketigal pajglesan Tim
” & SDGs Kegiata /Satuan Desa aun Frelakanna
J e n . . & i
Bidan m.m.hn.:u Nnnm.._ﬂm Eﬂ:xr Bum ::M_ ah Sum Kegiatan
1 2 a3 - 8 & ki a L 10 31 12 13 14
Penyelenggaraan A,
i Pem crintah Desa b
o
Petn bangunan Dcaa &
2
b
c
Pem binaan a
9 Kvtn asyarakatan b
©
Pem berdayaan a
4 Masyaralkat b
<
Perianggilangan A
5 Bencana, Darurat b
danMendesak m
Mengetahui : Desa, i e 2021
Kepala Desa Tit Pevusun RKP Desa
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Lampiran 17.

GAMBAR RENCANA PRASARANA

Format Gambar Rencana

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

Digumbar Oleh
PelaksanaKegiatan(Kader
Teknik)

Diperiksa dan DisetujuiOleh :

Profesional
(fikatersedia)

Dinas/InstansiTerkait dan/atau Tenagn

Catatan : Gambar dibuat secara manual
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Lampiran 18.

Format Rencana
Anggaran dan Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA D e e S e

KECAMATAN SRR T S SRR ST No. RAB 7 wosaesvssssasanss
KABUPATEN R Bidang D e S
PROVINSI B o e R S R Kegiatan & .eosconssieansnoes

a b c d e=bxd f

1. BAHAN
1.1
1.2
1.3
1.4

Sub Total 1) | Rp. .......... | Rp. ..........

2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4

Sub Total 2) | Rp. .c.coeeeee | RP. wevvrenee

3. UPAH
3.1
3.2
3.3
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3.
Sub Total 3) | Rp. ....... T
Total
Biaya
Keterangan :
Kategori Biaya
I-a Pembelian Bahan Hasil Tenaga Manusial-b
Pembelian Bahan Hasil Industri
I1-a Pembelian Alat Tangan
[I-b Pembelian/Penyewaan Alat Mesin
[ll-a Pembayaran Tenaga Kerja untuk Kontruksi
[ll-b Pembayaran Tenaga untuk Pengumpulan Bahan
Desa................... ,20
KepalaDesa Tim Penyusun RKP Desa

O, remevenneeseens ) ( eeeeeeeeees reessrsesennrsrenns
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Lampiran 19.

Outline Susunan Dokumen RKP Desa

DAFTAR ISI / OUTLINE PENYUSUNAN RKPDesa

Cover

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022
Kata Pengantar

Daftar Istilah

Lampiran - lampiran

BAB I PENDAHULUAN
1,1 Pengertian RKPDesa
1,2 Latar Belakang RKPDesa
1,3 Maksud dan Tujuan RKPDesa
1,4 Dasar Hukum
1,5 Sistematika Penyusunan RKPDesa
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA
2,1 2.1. Kondisi Objektif Desa
2.1.1 Sejarah Desa
2.1.2 Sumber Daya Alam Desa
2.1.3 Sumber Daya Manusia
2.1.4 Sumber Dayva Pembangunan Desa
2.1.5 Sumber Daya Sosial Budaya
2,2 Evaluasi Pelaksanaan RKFP Desa Tahun Sebelumnya
2.2.1 Evaluasi Bidang Penyvelenggaraan Pemerintah
2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdavaan Masvarakat
2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
2.2.5 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3,1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
3,2 Pagu Indikatif Desa
3,3 Pendapatan Asli Desa
3,4 Swadava Masvarakat Desa
3,5 Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA
4,1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa vang Dikelola Oleh
Desa
4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.4.3 Rencana Pemberdayvaan Masyarakat Desa
4.4.4 Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa
4.4.5 Rencana Kegiatan Kedaruratan /Kebencanaan
, Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa vang dikelola Melalui
4,2 Kerja Sama
Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa vang Dikelola Oleh
4.3 NDesa SebagaiKewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah
Daecerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten.
BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA
BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA
BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN:
1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Tahun 2021

2. Daftar Program /Kegiatan { Supra Desa ) Masuk Desa untuk Tahun
2022

3. Daftar Rencana Pembaiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif
Nesa

4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IIDM

5. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SIDGs Desa
6. Daftra Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa

7. Daftar Rancangan RKPDes Tahun 2022

8. Daftar RKPdes Tahun 2022 vang sdh ditetapkan

9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2022

10. Daftar Usulan RKP Desa ke Pemda kab /Prov dan Pemerintah

1 1. Daftar /Program /Kegiatan vang dikerjasamakan dengan Desa lain
12. Daftar /Program /Kegiatan yang dikerjasamakan dengan piak ketiga
13. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biava (RAB)

15. Berita Acara Penetapan RKP Desa

16. Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa

17. Lampiran Daftar Hadir Musyvawarah RKP Desa

18. DI (* jika masih ada vang kurang)

19, Timeline /JJadwal /RKTIL Tahapan RKPIesa

Z2U. Intograls
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